
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT 2015

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah

mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada

publik atas penyelenggaraan Pemerintahan,untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,

efisien dan efektif sebagai upaya perbaikan pelayanan publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 ini mendasarkan pada amanat

Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 juga mendasarkan pada :

1. QanunKabupaten Aceh Barat Nomor2 Tahun 2013tentangRencana

Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Tahun 2012 – 2017;
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2. PeraturanBupati Aceh Barat Nomor11 Tahun

2014tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;

3. DokumenKebijakanUmumAnggarandanPrioritasdan Plafond

AnggaranSementara (KUA-PPAS) Tahun 2015;

4. QanunKabupaten Aceh Barat Nomor8 Tahun 2015

tentangAnggaranPendapatandanBelanjaKabupaten Aceh

BaratTahunAnggaran 2015;

5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat

Tahun Anggaran 2015; dan

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, sebagai salah satu

instrumen yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan

berbasis kinerja dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media

pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap

keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja

penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat

dipertangungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban

keberhasilanataukegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun

waktu tahun anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja

yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan

dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabuaten Aceh Barat Tahun

Anggaran 2015;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat dengan menerapkan azas transparansi,

sistematik dan akuntabel;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat pada Tahun 2015; dan

4. Hasil evaluasi yang berupa kritikan saran yag diharapkan menjadi

bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat di tahun selanjutnya serta di masa yang akan

datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Kabupaten Aceh Barat

denganIbukotanyaMeulabohberdasarkanUndang-UndangNomor 4

Tahun 2002 TentangPembentukanKabupaten Aceh Barat Daya,

KabupatenGayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, KabupatenNagan Raya,

danKabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh

Barat denganbatas-batasnyasebagaiberikut :

- SebelahUtara :Kabupaten Aceh Jaya, KabupatenAceh

Pidie,KabupatenAceh Tengah;

- SebelahSelatan :Samudera Indonesia danKabupatenNagan

Raya;

- SebelahTimur :Kabupaten Aceh Tengah

danKabupatenNagan Raya; dan

- SebelahBarat : Samudra Indonesia.
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2. Tugas Pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
TugasPokokdanFungsiPemerintahKabupaten Aceh

Baratadalahmenyelenggarakanpemerintahandanmelaksanakanurusa

notonomidaerahdalamrangkapelaksanaantugas-tugasdesentralisasi

di Kabupaten Aceh Barat. Ada  26 urusanwajib  yang  diampuoleh

40 SKPD/UnitKerjadan 8urusanpilihan yang dilaksanakanoleh7

SKPD/Unit Kerja di lingkunganPemerintahKabupaten Aceh

BaratdenganharapanPemerintahKabupaten Aceh

Baratdapatlebihberperandanlebihmampudalammempercepatpeningk

atankesejahteraanmasyarakatdenganmengimplementasikanprinsip-

prinsipdansemangatotonomidaerah yang

bertanggungjawab.Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah

dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Kabupaten Aceh Barat yang

bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional,

transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan

fungsi SKPK Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang di

pimpinolehSekretaris Daerah dibantu 3 orang

Asistendan8KepalaBagianmempunyaitugasmembantuBupatidala

mmelaksanakantugaspenyelenggaraanpemerintahan,

administrasi,

organisasidantatalaksanasertamemberikanpelayananadministratif

kepadaseluruhperangkatdaerahdenganfungsisebagaiberikut :

1. Penyusunankebijakanpemerintahandaerah;
2. Pengoordinasianpelaksanaantugassekretariat DPRK,

dinasdaerah, lembagateknisdaerah, lembaga Lain,
kecamatandangampong;

3. Pemantauandanevaluasipelaksanaankebijakanpemerintahandae
rah;

4. Pembinaanadministrasidanaparaturpemerintahandaerah;
5. PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupatisesuaidengantuga

sdanfungsinya.
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b. Sekretariat DPRK
Sekretariat DPRKmerupakanunsurpelayananterhadap

DPRKdipimpinolehseorangSekretarisDewan  yang

secarateknisoperasionalberadadibawahdanbertanggungjawabkepa

dapimpinanDPRKdansecaraadministrasibertanggungjawabkepada

Bupati.SekretariatDewanPerwakilanRakyat KabupatenAceh

Barat

mempunyaitugasmenyelenggarakanadministrasikesekretariatan,a

dministrasikeuangan,mendukungpelaksanaantugasdanfungsi

DPRKdanmenyediakansertamengkoordinasikantenagaahli yang

diperlukanoleh DPRKsesuaidengankemampuandaerah.

Grafik.1.1 :JumlahPegawaiSekretariat Daerah danSekretariatDewanPerwakilan
Rakyat Kabupaten

SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

c. Dinas Daerah
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Aceh Barat memilik 15 Dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan;

42
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150
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Keadaan : 31 Desember 2015

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan
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2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

5. Dinas Bina Marga;

6. Dinas Cipta Karya dan Pengairan;

7. Dinas Kelautan dan Perikanan;

8. Dinas Pertanian dan Peternakan;

9. Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Syariat Islam;

11. Dinas Pertambangan dan Energi;

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan  Perdagangan;

13. Dinas    Kebudayaan,   Pariwisata    Pemuda   dan   Olah

Raga;

14. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi; dan

15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Dinas daerah sebagaiunsurpelaksanapemerintah daerah

mempunyaitugaspokokmelaksanakanurusanotonomidaerahdalamr

angkapelaksanaandesentralisasi,denganfungsi,sebagaiberikut:

1. Perumusankebijakanteknissesuaidenganlingkuptugasnya;

2. Penyelenggaraanurusanpemerintahandanpelayananumumsesua

idenganlingkuptugasnya;

3. Pembinaandanpelaksanaantugassesuaidenganlingkuptugasnya;

4. PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupatisesuaidengantuga

sdanfungsinya.
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Grafik.1.2 :JumlahPegawaiDinas-Dinas

SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

d. Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai

oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur

penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah untuk bidang-bidang tertentu, Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat memilik 7 Badan dan 6 Kantor yaitu :

 Lembaga Teknis Daerah (Badan)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Badan Lingkungan Hidup;

4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan;

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

7. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
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Keadaan : 31 Desember 2015
Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
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Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
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Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pertambangan dan Energi
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Grafik.1.3 :JumlahPegawaiLembagaTeknis Daerah (Badan)

SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.

 LembagaTeknis Daerah (Kantor)

1. Kantor ArsipdanPerpustakaan
2. Kantor KesatuanBangsaPolitikdan

PerlindunganMasyarakat
3. Kantor PemberdayaanPerempuandanKeluarga Sejahtera
4. Kantor PelayananPerizinanTerpadu
5. Kantor SatuanPolisiPamongPrajadanWilayatulHisbah
6. RumahSakitUmum Daerah Cut NyakDhienMeulaboh

Grafik1.4 :JumlahPegawaiLembagaTeknis Daerah (Kantor)

SumberData :BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Aceh Barat.
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Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, denganfungsi:

1. Perumusankebijakanteknissesuaidenganlingkuptugasnya;

2. Penyediaanpelayananpenunjang;

3. Pemberiandukunganataspenyelenggaraanpemerintahandaerahs

esuaidenganlingkuptugasnya;

4. Pembinaandanpelaksanaantugassesuaidenganlingkuptugasnya;

5. PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupatisesuaidengantuga

sdanfungsinya.

e. Kecamatan
KecamatandilingkunganPemerintahKabupaten Aceh

Baratsebanyak 12 Kecamatan yaitu :

1. Johan Pahlawan
2. Meureubo
3. Kaway XVI
4. Sungai Mas
5. Samatiga
6. Arongan Lambalek
7. Bubon
8. Woyla
9. Woyla Barat
10. Woyla Timur
11. Pante Ceureumen
12. Panton Reu

Yang

mempunyaitugaspokokmembantuBupatidalammelaksanakanpenye

lenggaraanpemerintahan di kecamatan,

denganfungsisebagaiberikut :

1. Mengkoordinasikankegiatanpemberdayaanmasyarakat;
2. Mengkoordinasikanupayapenyelenggaraanketentramandankete

rtibanumum;
3. Mengkoordinasikanpenerapandanpenegakanperaturanperunda

ng- undangan;
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4. Mengkoordinasikanpemeliharaanprasaranadanfasilitaspelayan
anumum;

5. Mengkoordinasikanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan  di
tingkatKecamatan;

6. Membinapenyelenggaraanpemerintahangampong;
7. Melaksanakanpelayananmasyarakatyangmenjadiruanglingkupt

ugasnyadanatau yang belumdapatdilaksanakan di
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3. Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten.
SusunanOrganisasiPemerintahKabupaten Aceh

BaratterdiridariSekretariat

Daerahyangmembawahi3Asistendan8Bagian,SekretariatDPRK,15Din

asDaerah, 13LembagaTeknisDaerah,12Kecamatandan322

Gampongdan 28 Unit PelaksanaTeknis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka berdasarkan

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9 Tahun 2012, Nomor 10

Tahun 2012 dan Qanun Nomor 11 tahun 2012. Susunan

Kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif sejak  ditetapkan pada

tanggal  31 Desember 2012 sampai dengan sekarang.

Gambar.1.1 :BaganStrukturOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat

PD. PAKAT BEUSARE
PDAM TIRTA MEULABOH

DSI BPM
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DPKKD KA. PP & KS
DINAS BINA MARGA KPPT
DINAS CIPTA KARYA KA. SATPOL PP & WH
DKP Keterangan Garis :
DISTANAK : Garis hubungan Kemitraan & Pertanggungjawaban Bupati
DISDUKCAPIL : Garis Komando
DISTAMBEN : Garis Koordinasi
DISBUDPARPORA : Garis Pertanggungjawaban

Unsur Perencana

12 Kecamatan

Unsur Pengawas
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ASISTEN ADMINISTRASI &
UMUM

Bag. Umkapan
Bag. Organisasi

KECAMATAN
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ASISTEN KEISTIMEWAAN
ACEH, PEMB. & EKONOMI

BUPATI ACEH BARAT
WAKIL BUPATI ACEH BARAT

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN

SEKRETARIS DEWAN
INSPEKTORAT

Bag. Pemerintahan

RSUD. CUT NYAK DHIEN
MEULABOH

GAMPONG

322 Gampong

LEMBAGA TEKNIS DAERAHDINAS - DINAS

Bag. Administrasi Pemb.
Bag. Ekonomi & Investasi

SEKRETARIS DAERAHSTAF AHLI BUPATI

ASISTEN PEMERINTAHAN

INSTANSI VERTIKAL

Kantor Dep. Agama
Kantor BPS
Kantor BPN

BADAN USAHA MILIK
DAERAH
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4. Personil / Pegawai
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPK adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai, sesuai dengan analis jabatan dan berkompetensi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di dukung oleh pegawai sebanyak

6.145 orang. Adapun rincian pegawai secara umum sebagai berikut :

Grafik.1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

Grafik 1.7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
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5. Sistematika Penyusunan
SistematikaPenyusunanLaporanKinerjaInstansiPemerintahKabupate

n Aceh Barat2015terdiridari 4(empat) Bab yaitusebagaiberikut:

BABI.PENDAHULUAN
Menjelaskansecararingkaslatarbelakang,maksuddantujuanLaporanA

kuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah,gambaransingkattentangked

udukan,tugaspokokdanfungsiorganisasidanpersonilperangkatdaerah

sertasistematikapenyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskanringkasan/ikhtisarPerjanjianKinerjaTahun2015yangme

ndasarkanpadadokumenperencanaan.

BAB III. KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
a. Menjelaskancapaiankinerjaberdasarkanhasilpengukurankinerjat

ahun 2015. Diuraikan pula
analisiscapaiankinerjayangmeliputi:pembandinganantaratargetd
anrealisasikinerjatahun2015;

b. Pembandinganantararealisasikinerjasertacapaiankinerjatahun20
15dengantahun2014dantahun2013;

c. Pembandinganrealisasikinerjasampaidengantahun 2015dengan
target
2017berdasarkandokumenRPJMDtahun2012sampaitahun2017;

d. untukbeberapaindikatorrealisasikinerjatahun2015dibandingkan
denganstandarnasional;

e. Analisiskeberhasilan/kegagalan,hambatan/kendaladanpermasal
ahan yang dihadapisertalangkah-langkahantisipatif yang
diambilsertapenyajianrealisasianggaran.

BAB IV.PENUTUP
MemuatkesimpulanumumatascapaiankinerjaPemerintahKabupaten

Aceh Barattahun2015danupaya/langkah di masa mendatang yang

akandilakukanolehPemerintahKabupaten Aceh Barat

dalamrangkapeningkatankinerjanya.


